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Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TTTHAN YANG MAHA ESA

.t\)

WALIKOTA METRO,

bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagat Daerah Otonom,
dalam pcn.\-'cien&garaan otonomi Daerah periu mengaur pungutan
Daerah sebagai simber Pendapatan Ashi Daerah vang merupakan salah
safu penunjang dalam pembangunan Dacrah;

bahwa untuk monciptakan kondisi kcamanan dan  peningkatan
pelavanan kepada masvarakat guna mewujudkan keindahan Kota sesuai
dengan pola pembangunan tata kota, dipandang perlu membenahi
penerangan fampu jalan;

bahwa berdasarkan periitmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

b serta sesuai dengan Pasal 82 avat (2) Undang-undang Nomor 22

1 P PN Lk Pera
Vahun 1999 mpauumg peiii iembentuk Peraturan Daerah tentang

Pajak Penerangan Jalan:

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Dﬂlf’!h(} Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156,

...... Negara embaran Negara Tahun 1960 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2i04);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Niogaras N am e 22000
NeEgara NOomon J/.(l))

Ln\.m g-undang N omor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak {I.embaran Negara Tahun 19$7 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan I.embaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati IT Lampung Timur dan

Kotamadya Dati II Metio (LLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemel intahan Dacrah
\L,uuxb«.u an Negara Tahun 1999 Nomor {)O, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);



7.

10.

11.

12.

2

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daerah adalah Daerah Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Daerah yang berlaku.
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Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Umum
Listrik Negara (Persero).

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas
penggunaan Lisink.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPTD adalah Surat yang
digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran penerangan jalan
yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan olch Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan
yang mcncntukan besamya jumlah Pajak tcrhutang.

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang sclanjutnya disingkat SKPDKB
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang Selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak vang
telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah

Surat Keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat
Kcputusan yang menentukan Jumiah Pajak yang tcrhutang sama besamya dengan Kredit
Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk
melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD) adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang
terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kas Daerah Adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.
Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.
BAB 1II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJ AK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Pencrangan Jalan, dipungut Pajak atas sctiap pcnggunaan Tcnaga
Listrik.

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listrik .

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Listrik yang berasal
dari PLN maupun bukan PLN.
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Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a. Pengunaan Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah.

b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat,
Perwakilan Asing dan Lcmbaga-lembaga Intcrnasional dengan  azas timbal balik
scbagaimana berlaku untuk Pajak Negara.

c¢. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan Kapasitas tertentu yang
tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis Terkait.

d. Penggunaan Tenaga I istrik yang khusus digunakan untuk tempat Thadah.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik .

(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menjadi Pelanggan Listrik dan atau
pengguna Tenaga Listrik .

. BAB IiI

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar Penggunaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai mana dimaksud pada pasal (1) ditetapkan :

a. Dalam Tenaga Listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik adalah besarnya Tagihan biaya penggunaan Listrik / Rekening Listrik .

b. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai
Jual Listrik dihitung berdasarkan Kkapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran
penggunaan Listrik scrta harga Satuan Listrik yang berlaku di Wilayah Dacrah .

. (3) Harga satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN .

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN adalah :
1. Penggunaan dengan daya listrik : 450 VA (R1) sebesar 6 % (enam persen).
2. Penggunaan dengan daya listrik : 900 — 2.200 VA (R1) sebesar 9% (sembilan persen).
3. Penggunaan dengan daya listrik : 2.201 - 6.600 VA (R2) sebesar 10 % (sepuluh
persen).
4. Penggunaan dengan daya listrik : 6.601 — keatas (R3) sebesar 10 % (sepuluh Persen)
5. Tarif Bisnis Industri Perhotelan : (B,, By, B; dan I,/I,/I;) sebesar 5 % (lima persen).

b. Peggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk Indusiri sebesar 9 %
(sembilan persen ) dari daya listrik yang dipergunakan..

c. Penggunaan Tenaga Listrik vang berasal dari bukan PLN, untuk Industri scbesar 3 %
( tiga perscn) dari daya listrik yang dipcrgunakan..
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BAB IV
WILAY AH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang terhitung di pungut di Wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga Listrik.

(2) Besarnya Pajak terhitung dihitung dengan cara mengalihkan Tarif sebagaimana
dimaksud pasal 6 dengan Dasar pengenaan sebagaimana dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu) bulan takwin.
Pasal 9
Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 10

(1) Setiap wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik bukan PLN wajib mengisi
SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Untuk pelanggan Listrik PLN, daftar rekening Listrik yvang ditetapkan oleh PLN
mcrupakan SPTPD .

(4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Kepala
Daerah selambat- lambatnya 15 hari setelah berakhimya masa Pajak.

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah
menctapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila pcmungutan Pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening Listrik  dipersamakan
dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sangsi
Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.
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Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagai mana dimaksud pasal 11 avat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan  pajak sendiri vang

icruiang.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan

a. SKPDKB.

h. SKPDKRT.

> SKPDN,

e

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurup a diterbitkan :

a. Apabila wrda%arkan hasil pc‘ncriksaan atau nctcra*igau lain 1 a|31\ Yang Yuluu{aﬁv tidak
atau Kkurang bavar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang ataw terlambat dibavar untuk jangka

wakiu paling fama 12 (dua belas) buian dihitung sejak saat terhutang Pajak;

0. Apabila SPTPD (dak disampaikan dalam jangha wakiu vang diicniukan dan ielah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

[eow DY

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibavar untuk jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutang Pajak;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terhutang dihitung olech
Peiabat yang d:funtul.‘ dan dikenakan sanksi administrasi he a

kenaikan sebesar
c1ab Kenaikan sebegar

mn
Sa Rlel A

c: 1
thn

%o (dua puiuh iima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2
{dua persen) sebulan dihiting dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar nmul.\..

Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat ierhutangnya Pajak.

QL DML DT o~

A 1 3 ~
DInLUIJNID L ST ava ifafia Ginas3ua ava

+ ‘)\ Tas o o 1. Tat
i urup aitemuran aata

b
baru atau data vang cmula belum terun gl\'lp vang menvebabkan penambahan jumlah
D‘l ’)l’ AT f-—“ﬂl\ f’!ﬂ u‘\u‘. d'l{ ﬂ‘ﬂ’ll 1'1 S“‘ll\51 'xr;m " e el 1/:)?‘\ Sel‘vua 1nn (,)u

nic
H u|w1\ AKX S wrmu tull 1KCnaxar T administ FRVAV)

{seratus persen) dari Jumlﬂﬂ kehuranoan l"a_]aK tersebut.

QY7 TTA Y ;

SKPDIN scbagaimana dimaksud ayai (2) hurup ¢ diterbitkan apabiia jumiah Pajak vang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutane dan tidak

T P NS DR b POy B
aaa l\lhllll Ir ﬂJal\

“ FASWR 4 Jll.) 'y Lll\/l wr y&ll
sebagaimana dimaksud avat (2) huru p a dan b tidak atau scpcnuhn_; d bavar dalam jangka
waktu vang telah ditentukan, diraoih den i

Ria Ve adsia P =

administrasi berupa bunga 2 % {dua persen) sebuian.

-.u- AP J--,_,, - aa PRy
1iait luuuau 'rd|cu\ yang u?uldt‘unl Sepagaiinana dimaksud pau ayat \4) tid

dikenakan apabila wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Q:
S

BAB vl
TATA CARA PEMBAY AR AN

bl

™ 1 )
rasalr 1>

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bank vang ditunjuk olch Kepala

Daerah sesuar wakiu vang ditentukan dalam SPTPD. SKPD. SKPDKRB. SKPDKBT dan
STED.
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(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus
disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

(4) Keputusan Tatacara Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sebelum
ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui DPRD.

Pasal 14
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenaikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari
. Jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai batas waktu
yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
Pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4 ), ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pasal 15
(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti

pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah,

. Pasal 16

(1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembayaran, sebagaimana
dimaksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus disampaikan kepada DPRD
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak
Rancangan Keputusan Kepala Daerah diterima.

(3) Apabila pada sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada Keputusan
dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
alau Sural lain yang sejenis scbagaimana dimaksud ayai (1) dikeluarkan olch Pejabal.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam Jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Penngatan atau Surat lain yang
sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain Yang sejenis.

Pasal 19
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam Jjangka waktu 2 x 24 Jjam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa setelah di terima oleh wajib Pajak, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pasal 20

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi hutang Pajaknya, setelah 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan
pelelangan, Juru Sita memberitahukan Scgera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan Isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapt memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

(1) Kepala Dacrah karena Jabatannya atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat :
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a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Dacrah,

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar.

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dmaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan
Keputusan.

. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk, tidak memberikan keputusan, Permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketentuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN BANDING
Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD.
b. SKPDDKB.
d. SKPDIR.
¢. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat

(1) dengan alasan yang jclas, kccuali apabila Wajib Pajak dapat mcnunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Kepala Dacerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah
harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala
Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

(5) Mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar Pajak.
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Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar

Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan scbagian alau scluruhnya, kelebihan
pembayaran Pajak diberikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan selama 12 (dua belas) bulan.

1)

)

3

4)

)

(6)

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak.

b. Masa Pajak.

¢. Besamnya kelebihan pembayaran Pajak.
d. Alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLTB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan

imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan Pajak.
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Pasal 29
Apabila  kelebihan  pembayatan  Pajak  diperhitungkan  dengan hutang Pajak lainnya,

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembavaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga scbagai bukti pembavaran.

]

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

tindakan Pidana di bidang Perpajakan Dacrah.
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada avat (1) tertangguh apabila ¢

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Ada pengakuan Hutang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAR X1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(¥}

(1) Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6

{enam) bulan dan atau denda paling bayak 2 (dua) kali jumlah Pajak vang terhutang,

(2) Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
. benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vyang tidak benar schingga
merugikan kenangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan atao denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah Pajak vang terhutang,

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak diiuniui setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak atau
berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 33

Petugas Pelaksana yvang dengan sengaja melakukan tindakan vang nyata-nyata merugikan
Pemermiah Dacrah dan atau Masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daecrah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak
Pidana Perpajakan Daerah tersebut.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut.

Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Perpajakan Daerah

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup e.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

Menghentikan Penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan
dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



- ' BAIS NVI

KETEINTUAN PENUTUPR
Pasal 35

Dengan borlalunya Peraturan Dacrah int, maka scgala helentuan yang miengatur hal yang
sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah mi dinyatakan tidak berlaku lagt.
Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Dacral ing akan diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah.
Pasai 37 -

Poraturan Dactalt i mulai berlahu pada tanggal divndanghan.

o

. ©Avar supava scliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Poraturan Dacrah int dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro.

: Disahkan di - Metro
) Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA MIETRO,

Diundangkan di Metro © MOZES HERMAN
~ Pada tanggal 7 Peptember 2000
. 4 Sekretaris Daerah Kota Metro, '

4::__‘;:" : P}'7')\ .

Muhammad Chanafi, SH, R
. PENATA TK I. NI¥ 460012857 ‘

LEMBAKAN DABgAH KOTA MuTRO NOMOR 8 TAHUN 2'000 outl A NOMOL 4
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan vang mengatur hal vang
sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah int dinyatakan tidak berlaku lagi.

Prasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 37
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di  Metr

0
Pada tanggal 24 Agustus 2000

VALIKOTA METRQO,

S

MOZES HERMAN




